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PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN
2009 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN STADION UTAMA SEPAK BOLA
DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang a. bahwa Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepak Bola dalam
Kontrak Tahun Jamak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 06 Tahun 2009;

b. bahwa dalam perkembangannya, setelah dilakukan pengkajian baik
dari aspek teknis maupun penganggaran telah terjadi perubahan-
perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan jadwal waktu
pelaksanaan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak, sehingga
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun
2009 tentang Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepak Bola
Dalam Kontrak Tahun Jamak;

Mengingat  : | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

2. Undang-Undang ...



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung dengan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3358);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

11. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10
Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri
D);

20. Peraturan ...
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Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2006 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2007 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2008 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2008 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepak Bola Dalam Kontrak
Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor
06);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Tahun
2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota
Bandung TAhun 2011 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010
Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan ...



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN
STADION UTAMA SEPAK BOLA DALAM KONTRAK TAHUN
JAMAK.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun

2009 tentang Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepak Bola Dalam

Kontrak Tahun Jamak, diubah sebagai berikut (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2009 Nomor 06) :

1.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 menjadi berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 4
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
adalah selama 5 (lima) tahun anggaran dari Tahun Anggaran 2009 sampai
dengan Tahun Anggaran 2013.

Ketentuan Pasal 8§ ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 menjadi
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

(1) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang
mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran
kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak
mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sumber pembiayaan berasal dari sumber dana yang sah menurut
peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Bandung.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2011
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA
Diundangkan di Bandung

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 10
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

KEGIATAN PEMBANGUNAN STADION UTAMA SEPAK BOLA DALAM
KONTRAK TAHUN JAMAK

Pasal 4
Jadwal waktu penyelesaian pekerjaan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam kontrak kerja antara pengguna anggaran dan penyedia jasa sesuai
dengan lingkup pekerjaannya.
Jadwal waktu pelaksaan kegiatan sampai dengan TA 2013 untuk menyelesaikan
pekerjaan secara keseluruhan (100 %) sesuai dengan lingkup perkerjaan yang tercantum

dalam DED (Detail Engineering Design) yang dilaksanakan oleh konsultan perencana.

Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ...





